BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia, sehingga
memiliki kreativitas dan kemandirian. Hal ini selaras dengan fungsi dan tujuan
pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab”.

Berdasarkan penjelasan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas,
mengandung makna bahwa pembangunan itu harus ditunjang oleh individu atau
warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi. Individu-individu tersebut adalah
warga negara yang dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya,
termasuk kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga mampu
bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya.

Hal tersebut di atas tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan
pembangunan nasional Indonesia di segala bidang, akan sangat bergantung pada

potensi sumber daya manusia sebagai aset bangsa. Sumber daya manusia yang

dimaksud adalah individu atau manusia yang memiliki keunggulan kompetitif di



dunia kerja, baik secara lokal, nasional, maupun di tingkat internasional. Untuk
membentuk dan menghasilkan individu-individu yang bercirikan seperti di atas,
dapat dilakukan dan ditempuh melalui jalur pendidikan, baik melalui jalur
pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Salah satu lembaga pada
jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusan agar memiliki keunggulan
kompetitif tersebut di atas diantaranya adalah melalui jalur pendidikan kejuruan.

Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 dijelaskan bahwa:
“Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan
peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu” Sebagai tindak lanjut
dari implementasi Undang-Undang di atas, maka perlu dikembangkan suatu
bentuk pendidikan kejuruan yang memiliki kualifikasi lulusan sesuai dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan
kejuruan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut Depdiknas
(1992 : 2) bertujuan untuk:

1. Menyiapkan siswa-siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan serta
mengembangkan sikap profesional.

2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi
dan mampu mengembangkan diri.

3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri (bekerja
untuk dirinya sendiri) dan/atau untuk mengisi kebutuhan dunia usaha
dan industri pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif,
adaptif, dan kreatif.

Di dalam tujuan sekolah menengah kejuruan tersebut di atas dikemukakan

bahwa siswa SMK disiapkan oleh lembaga pendidikan untuk dapat menjadi



produktif yang terampil dalam mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Disamping itu lulusan disiapkan menjadi warga negara yang kreatif untuk
mengembangkan sikap profesional dalam pekerjaan sesuai dengan Standar
Kompetensi Nasional (SKN). Kompetensi lulusan SMK mengacu pada standar
kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, yakni dunia usaha dan
industri di berbagai bidang keahlian.

Sistem pembelajaran di SMK pada saat ini dirasakan belum memberikan
hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan. Keadaan ini teramati dari
adanya tenaga kerja yang dihasilkan lulusan SMK belum memiliki kompetensi
yang memadai sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sehingga tidak mampu
bekerja dan akhirnya menjadi penggangguran. Fenomena ini menunjukkan bahwa
rendahnya mutu tenaga kerja yang di hasilkan di sebabkan oleh sistem atau
pendekatan pembelajaran konvensional .(Disarikan dari Direktorat Dikmeniur,
2002).

Pelaksanaan pembelajaran di SMK perlu ditinjau kembali apakah masih
sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau perlu adanya revisi atau inovasi. Salah
satu kemungkinan penyebabnya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan
tidak mencapai ketuntasan belajar (Mastery learning). Upaya pencapaian
ketuntasan belajar dapat dilakukan melalui revisi dan inovasi dalam pelaksanaan
pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis kerja
(WBL) juga disebut dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi

(Competency Based Training).



Berdasarkan PP 19 Ps.28 Tahun. 2005, tentang kompetensi guru bahwa

disebutkan:
“kompetensi  pedagogik; adalah suatu kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta
didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya”.

Selanjutnya dalam pendapat yang sama bahwa: Kompetensi profesional
yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan kegiatan praktek pendidikan.

“Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

dalam Standar Nasional Pendidikan

(Sanjaya, 2006 : 15) mengatakan bahwa ; “A teacher is person charged
with the responbility of helping others to learn and to behave in new different
ways”. Guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan
khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan
keguruan.

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus di
bidang pendidikan dan pengajaran. Mulyasa, (2006 : 37) untuk menjadi guru
diperlukan syarat-syarat khusus, harus mengetahui bentuk seluk-beluk pendidikan
dan pengajaran. Selanjutnya dalam buku Kurikulum Berbasis kompetensi (2004 :
185) menyatakan bahwa faktor guru dalam meningkatkan efisiensi internal

dilakukan dengan cara memperbanyak waktu mengajar riil didepan kelas,

sehingga pengalaman mengajarnya segera meningkat. Untuk itu guru harus



mempunyai kemampuan verbal untuk menyampaikan pembelajarannya,
menguasai bidang yang diajarkan, guru harus berusaha mengintegrasikan
pelajaran di kelas dengan pemanfaatan buku pelajaran. Miller (Setiaji, 2004 : 13)
menjelaskan:

“Teacher are most important and critical element in vocational
education. The values, skills, professional, knowledge, experience, and
human relations factors that a teacher prosseses largely determine the
quality of learning opportunities that accur in the name of vocational
education”

Dalam implementasi suatu kurikulum, peranan guru sangat strategis pada
pelaksanaan proses belajar mengajar. Betapapun baiknya kurikulum yang telah
direncakan pada akhirnya berhasil tidaknya sangat tergantung pada sentuhan
aktivitas dan kreativitas guru sebagai ujung tombak implementasi suatu
kurikulum. Mereka sebagai orang yang paling patut menguasai seluruh komponen
dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya: tujuan, materi, metode, media dan
evaluasi.

Dengan demikian kompetensi keguruan harus menunjukkan tingkat
kuantitas dan kualitas layanan pendidikan yang dilakukan oleh guru dengan
standar tertentu. Identifikasi terhadap kompetensi guru berkaitan dengan layanan
pendidikan sesuai dengan diklat berbasis kompetensi yang sekarang disebut
dengan pembelajaran berbasis kerja (Work Based Learning). dimana dalam
pembelajaran ini guru dituntut mempunyai kesiapan untuk  memberikan
pengalaman nyata kepada peserta didik dengan melibatkan peserta didik dalam
lini produksi/jasa di industri atau disekolah yang dilaksanakan melalui praktek

kerja industri (Prakerin) dengan melibatkan siswa secara langsung, melalui



praktek unit produksi di sekolah dan melalui kunjungan ke industri. Sekolah dan
industri harus sejalan dan memastikan bahwa mereka tidak saling berlawanan

dalam memberikan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran harus dinyatakan dalam bentuk keterampilan yang
diperkirakan peserta didik mampu untuk menguasainya. Pengorganisasian materi
pelajaran dapat dibagi ke dalam unit belajar berupa pembagian dari materi
pelajaran sebagai pokok bahasan. Setiap pokok bahasan harus diselesaikan sampai
tuntas agar peserta didik dapat menguasai keseluruhan tujuan pembelajaran.
Pemilihan metode dan media pembelajaran mengacu pada tujuan yang harus
dicapai oleh peserta didik dan materi pembelajaran yang akan disajikan oleh guru
pada kegiatan pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam upaya mengukur
pencapaian keberhasilan belajar peserta didik, program pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran dan penggunaan pendekatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Gambaran tentang lulusan SMK yang disarikan dari Finch Crunkilton
(1979) bahwa: “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu
kualitas menurut ukuran sekolah atau “in-school success standards” dan kualitas
menurut ukuran masyarakat atau “out-of school success standards”. Kriteri
pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didim dalam memenuhi tuntutan
kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja.sedangkan kriteri
kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemempuan
unjuk kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Nasional (SKN) setelah mereka
berada di lapangan kerja yang sebenarnya.

Kurikulum SMK yang saat ini diberlakukan adaiah kurikulum tahun 2004



yang dijadilkan pedoman dalam implementasi proses pembelajaran baik tebri‘ .
maupun praktek. Disamping kurikulum sebagai acuan implementasi pembelajaran |
pada SMK diberlakukan Standar Kompetensi Nasional (SKN) yang disepakati
oleh dunia usaha dan industri. Upaya untuk menghasilakan lulusan yang dapat
memenuhi tuntutan dunia kerja usaha dan industri perlu adanya pembahuruan
dalam pengemabangan proses pembelajaran di SMK. Penerapan suatu
pembaharuan  dalam proses belajara mengajar, keberhasilan dan kegagalan
ditentukan oleh banyak faktor dan paling dominan adalah guru. Miller dan Seller
(1985 : 240) mengungkapkan bahwa: “The teacher is ultimate implementor of a
new program”

Keberhasilan penerapan suatu pembeharuan didalam pengemabangan
kurikulum khusus kurikulum berbasis kompetensi di SMK, tercermin dalam
bentuk perubahan tingkah laku peserta didik secara komprehensif. vyaitu
kemampuan kognitif, affektif dan psikomotor. Salah satu pendekatan yang dapat
dikembangkan oleh guru dalam mewujudkan kemampuan tersebut adalah bentuk
pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training) yang diterapkan
dalam pembelajaran berbasis kerja ( Work-Based Learning)

David Boud and Nicky Solomon, (2003 : 4) dalam buku Work-Based
Learning, megatakan bahwa “Work-Based Learning is the term being used to
describe a class of wuniversity programmes that bring together universities and

work organizations fo create new learning opportunities in workplaces.”

Uraian di atas dapat di sebutkan bahwa : Pembelajaran Berbasis Kerja

adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan suatu program yang ada di



an organisasi pekerjaan untuk menciptakan peluang pembelajaran yang baru di
tempat kerja. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Kerja yang dilaksanakan dengan
berbagai bentuk kegiatan di antaranya Apprenticeship, Internship Cooperative
Education, School-Based Enterprise, Job Shadowing, dan Service Learning.

Hal tersebut di atas sebagai upaya dalam mencari titik temu lembaga
pendidikan sebagai produsen dan dunia kerja atau industri sebagai konsumen serta
untuk mendekatkan pemasok (supplier) dengan mutu sumber daya manusia,
terutama yang sesuai dengan kualitas ketenagakerjaan. Sedangkan konsep dasar
Pembelajaran Berbasis Kerja yang disebut dengan kompetensi adalah strategi
pembelajaran yang menghadirkan kombinasi dari pengalaman di tempat kerja dan
kurikulum pendidikan kejuruan, yang melibatkan siswa dalam mengkonstruksikan
pengetahuannya pada pekerjaan yang sesungguhnya (real) dan membantu peserta
didik dalam memilih karirnya.

Tenaga-tenaga terampil itu akan berhasil terbentuk jika proses
pembelajaran selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah berlangsung
dengan baik dan benar dalam arti guru harus siap merancang pembelajaran yang
mengacu pada kurikulum dan metode penyampaian yang sesuai dengan penyajian
materi pembelajaran serta kemampuan dan keterampilan guru yang mengajar
mempunyai kualitas yang baik dan sesuai dengan standar atau kriteria yang harus
dipenuhi serta didukung oleh sarana, dana dan kerja sama dengan industri yang

baik. Kenyataan di lapangan masih terdapat kesalahan dalam proses pembelajaran



baik di kelas maupun praktek, dimana guru selama proses belajar di dalam keias
hanya menggunakan metode ceramah saja dan siswa hanya dijadikan objék dan
tidak dilibatkan secara aktif. Saat praktek siswa dibiarkan bekerja dengan cara
yang salah, tidak mengikuti prosedur kerja yang benar, standar mutu hasil kerja
kurang diperhatikan, dan masih terdapat guru yang meninggalkan siswa saat
kegiatan praktek (tanpa pengawasan) atau proses belajar di kelas sedang
berlangsung.

Berkaitan dengan pembelajaran yang seclama ini dilaksanakan tidak
memiliki basis yang kuat karena keseluruhan proses hanya mengacu pada ranah
kognitif dan psikomotor saja, sementara ranah afektif kurang mendapat perhatian
dari guru. Padahal program pembelajaran berbasis kerja dalam konsep
pembelajaran berbasis kompetensi harus dapat memfornulasikan ketiga ranah
tersebut secara seimbang. (Setiaji 2004 : 5). Dipertegaskan oleh Gatot, (2002 : 11)
salah satu upaya Dikmenjur untuk meningkatkan mutu tamatan yaitu
mengembangkan proses pembelajaran berbasis kompetensi yang didalamnya
mengandung tiga kompetensi dasar yaitu komponen profesional, kompetensi
adaptif dan kompetensi nilai. Dengan tiga dasar komponen tersebut, diharapkan
tamatan memiliki keunggulan kompetirif sehingga mampu bersaing di pasar
global, tanpa kehilangan jati dirinya, baik sebagai makhluk individu maupun
makhluk sosial, sejalan dengan itu, Djemari Mardapi dalam Setiaji (1999:21)
mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif produk pendidikan kejuruan dapat

dilihat dari kedalaman pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Oleh sebab
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bangan praktek kerja dan pelatihan kejuruan di SMK harus dilakukan

pada standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha dan

industri.

Disamping program pembelajaran, keterbatasan sumber daya juga
berdampak pada kemampuan manajemen sekolah, dimana guru berada
didalamnya. Manajemen mutu menurut tim kerja sekolah untuk dapat melakukan
inovasi, kreasi dan terobosan-terobosan yang mencerminkan kemandirian sekolah
Namun hal ini belum terlihat secara jelas dilakukan sekolah. Kepala sekolah
sebagai peminpin memegang peranan penting dalam menggerakkan seluruh
komponen sekolah termasuk membangun tim kerja, menggerakkan organisasi
agar dapat hidup menunjukkan kekompakan untuk mencapai visi, Peranan ini
belum terlihat secara jelas, sehingga persepsi guru terhadap pencapaian visi dan

misi masih bervariasi.

Temuan-temuan tersebut diatas terlihat jelas di Sekolah Menengah
Kejuruan. Realita yang diperoleh dari uraian di atas diperkirakan bahwa
rendahnya kualitas lulusan SMK disebabkan kurikulum yang digunakan belum
dirancang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum dirancang oleh
gurupun tidak mempunyai wawasan lapangan kerja. Dalam merancang kurikulum
sekolah tidak melibatkan dunia kerja. Implementasi kurikulum belum
dilaksanakan dengan baik, karena guru yang mengajar tidak mempunyai

pengalaman kerja di dunia kerja, dan hasil pendidikan dinilai oleh guru dengan
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standar dunia pendidikan, bukan dengan ukuran (standar) yang berlaku.di dunia

kerja.

Berdasarkan data dari beberapa SMK yang ada di Kabupaten Bireuen
tahun 2006, diperoleh gambaran tentang keterserapan tamatan siswa SMK di
dunia usaha dan industri maupun instansi /lembaga sebagaimana terdapat dalam
pemetaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK. Dari data tesebut memberikan
gambaran bahwa keterserapan tamatan siswa SMK di kabupaten Bireuen masih
rendah. Kondisi tersebut menyebabkan bahwa ketercapaian tujuan SMK dalam

pemasaran tamatan masih jauh dari harapan.

Rendahnya prosentase keterserapan tamatan siswa SMK di dunia kerja
secara umum dapat diasumsikan bahwa efektifitas implementasi pembelajaran
berbasis kerja’kompetensi melalui praktek kerja industri kurang optimal
disebabkan dunia uasaha/industri sangat terbatas daya tampungnya.

Suatu lembaga pendidikan dikatakan berhasil atau efektif dalam
menjalankan aktivitasnya apabila lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai
tujuannya. Konsep efektifitas sesungguhnya merupakan konsep yang luas,
mencakup beberapa faktor didalam dan diluar lembaga pendidikan. Konsep
efektifitas ini oleh para pakar belum mendapat keseragaman pandangan dan hal
tersebut dikarenakan oleh sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan
disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang bebeda pula dalam
pengukurannya. seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1995: 33-35) yang

mengemukakan bahwa:
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Dalam pengertian teoritis atau praktis, belum ada kesepakatan universal

mengenai apa yang dimaksud dengan efektifitas. Kemudian digunakan dua

pendekatan umum dalam menjelaskan pengertian efektifitas yaitu
pendekatan menurut tujuan dan pendekatan menurut teori sistem.

Berdasarkan pendekatan menurut tujuan, pengertian efektifitas adalah

kemampuan mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendekatan menurut

teori ssitem efektifitas dapat didefinisikan dalam hubungan yang lebih luas
yang melibatkan pengertian, efektifitas individu, kelompok, organisasi,
proses maupun alam lingkungan.

Kompetensi guru menunjukkan kuantitas dan kualitas layanan akademis
yang dilaksanakan oleh guru secara terstandar. Kenyataan di lapangan masih
terdapat kesalahan dalam proses rancangan pembelajaran, guru belum dapat
merancang bahan pembelajaran sesuai dengan kurikulum kompetensi yang
berstandar kompetensi kerja nasional.

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi di SMK diperlukan
guru  yang kreativitas. Kenyataan dilapangan guru-guru belum memiliki
kompetensi. untuk itu membutuhkan guru yang kompeten dibidangnya dan
menguasai kecakapan kerja sesuai dengan tuntutan bidang kerja tersebut.

Begitu halnya dengan fasilitas yang ada belum dapat dimanfaatkan oleh
guru sepenuhnya sebagai bahan ajar yang akan diterapkan kepada siswa untuk
melaksanakan praktek sebagai implementasi pembelajaran berbasis kerja/
kompetensi di SMK.

Kepala sekolah kurang berperan dalam menjalin mitra kerjasama dengan

dunia usaha dan industri, disebabkan masih banyak lulusan SMK yang belum

dapat terserap di dunia usaha/industri.
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Pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mengacu pada
pekerjaan atau di persiapkan untuk bekerja. Mengacu kepada hal tersebut maka
implementasi pembelajaran berbasis kerja dalam pelaksananan praktek kerja
industri masih sangat terbatas daya tampungnya karena industri di Kabupaten
Bireuen sebagai mitra kerjasama sekolah masih belum banyak memiliki pusat
latihan (Training Center) yang memungkinkan siswa SMK dapat melaksanakan
praktek kerja lapangan.

Efektifitas Implementasi pembelajaran berbasis kerja di SMK tidak akan
terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai.
Efektifitas Implementasi Pembelajaran Berbasis Kerja menuntut dipenuhinya
standar minimum fasilitas baik fasilitas yang bergerak maupun yang tidak
bergerak agar pencapain tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan
efisien termasuk didalamnya barang habis pakai dan tidak habis pakai.
Ketersediaan fasilitas pada dasarnya meliputi; analisis kebutuhan, jenis-jenis
fasilitas, jumlah fasilitas, kelayakan fasilitas dan pemanfaatan fasilitas.

Efektifitas implementasi pembelajaran berbasis kerja dapat terlaksana
dengan baik apabila ada kesediaan dan keterlibatan industri untuk menjalin
kerjasama (kemitraan) dengan pihak sekolah. Kemitraan adalah kerjasama antara
pihak sekolah dan DU/DI sebagai institusi pasangan. Proses dalam Wardiman
(1998) mengemukakan bahwa sekolah kejuruan akan efektif hanya jika siswanya
diajarkan dengan materi, alat dan mesin yang sama atau tiruan dimana siswa akan

bekerja setelah lulus.
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Kemitraan sangat diperlukan dalam merealisasi program pendidikan
berbasis kerja/kompetensi terutama dalam program magang, prakerin, unit
produksi sekolah dan observasi ke industri. Melalui keempat program tersebut
maka tujuan program implementasi pembelajaran berbasis kerja dapat terlaksana
dengan baik. Dalam kurikulum SMK 2004 kedudukan dunia usaha dan dunia
industri bukan saja sebagai tempat praktik tetapi juga sebagai kualiti kontrol
dalam penilaian hasil pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan yang bisa
terserap dilapangan kerja.

Kenyataan yang dijumpai di lapangan saat ini, belum sesuai dengan
harapan yang dinginkan oleh dunia pendidikan dan/ industri yaitu tenaga kerja
yang siap pakai atau siap latih. Keadaan ini teramati dari adanya tenaga kerja yang
dihasilkan oleh tulusan SMK yang belum memiliki kompetensi yang begitu
memadai untuk dapat terserap tamatan tersebut sebagai tenaga kerja tingkat
menengah. Dampaknya, para lulusan SMK belum mampu bekerja secara
profesional.

Sejalan  dengan penjelasan diatas bahwa untuk terlaksananya
pembelajaran berbasis kerja dalam konsep pembelajaran berbasis kompetensi
diperlukan suatu kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan antara
SMK, dan dunia uhasa atau industri. Untuk tercapainya hal tersebut guru dapat
menyiapkan dan membuat rancangan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi
terhadap kompetensi yang diterapkan dengan pendekatan pembelajaran tuntas

(mastery learning) diartikan  sebagai suatu stretegi pengajaran dimana
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keberhasilan peserta didik ditentukan oleh pencapaian tingkat penguasaan
kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk menguasai (mastery).

Terlaksananya pendekatan pembelajaran tersebut sesuai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan, maka diperlukan fasilitas sekolah yang dapat di
pergunakan oleh siswa dan guru dalam meningkatkan keterampilan praktek di
sekolah. Fasilitas yang dimaksud adalah merupakan fasilitas pendidikan dengan
standar yang diperhatikan diataranya: jumlah fasilitas, jenis fasilitas,
pemanfaatannya, pemeliharaan dan penyimpanan fasilitas tersebut,

Untuk tercapainya tujuan sekolah perlu memperhatikan hal-hal yang dapat
mendukung terlaksananya pembelajaran berbasis kerja dalam konsep kompetensi
di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah yang sangat berperan untuk
meningkatkan pola pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam penerapan
pembelajaran berbasis kerja/kompetensi bagi siswa. Begitu pula halnya dalam
bentuk kegiatan kerjasama berupa penambahan fasilitas pendidikan disekolah
baik kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah maupun dengan dunia
usaha/industri.  kerjasama lain berupa kegiatan pengiriman guru untuk
melaksanakan magang, praktek kerja industri bagi siwa, pelatihan keahlian, IHT
di sekolah, uji kompetensi dan sertifikasi serta MOU dalam pelaksanaan pelatihan
guru dan tamatan, mengundang Assesor untuk workshop guru produktif, penilaian
kompetensi bagi guru-guru produktif dan yang penting lagi upaya yang perlu
dilakukan oleh kepala sekolah melakukan promosi dengan cara mengikut
sertakan guru dan siswa dalam pelaksananan pameran, membuka kursus-kursus
bagi masyarakat umum, memasarkan produk sekolah, mengirim guru kesekolah —

sekolah dalam rangka memperkenalkan produk secara langsung dan mengikut



16

sertakan siswa dalam lomba keterampilan siswa baik ditingkat propinsi maupun

ditingkat pusat.

Dari permasalahan di atas perlu adanya suatu penelitian atau kajian secara
teoritis dan mendalam tentang efektifitas implementasi pembelajaran berbasis
kerja sehingga dapat memberikan gambaran kepada pihak SMK untuk
melaksanakan pembelajaran berbasis kerja/kompetensi dan memerlukan suatu
analisis yang cermat dalam bidang kemampuan, pengetahuan dan sikap kerja
terhadap sumber daya guru, fasilitas sekolah dan upaya sekolah yang lebih baik
untuk dapat meningkatkan kompetensi Iulusan yang memiliki keterampilan,
pengetahuan serta sikap kerja yang terlatih .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang didapatkan
adalah sebagai berikut :

1. Guru belum memahami pengetahuan untuk membuat rancangan pembelajaran
yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKN).

2. Fasilitas yang ada belum dapat dimanfaatkan oleh guru sepenuhnya sebagai
bahan ajar untuk melaksanakan pembelajaran praktek siswa.

3. Kepala sekolah kurang berperan dalam menjalin mitra kerjasama dengan
dunia usaha dan industri, disebabkan masih banyak lulusan SMK yang belum
dapat terserap di lapangan kerja.

4. Rendahnya prosentase keterserapan tamatan siswa SMK di dunia kerja secara
general dapat diasumsikan bahwa efektifitas implementasi pembelajaran

berbasis kerja melalui pendekatan pembelajaran kompetensi kurang optimal.
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5. Terlaksana tidaknya suatu pembelajaran berbasis kerja/kompetensi
dipengaruhi oleh kesiapan guru, fasilitas sekolah dan upaya sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah, banyak permasalahan
yang mempengaruhi efektifitas implementasi pembelajaran berbasis kerja
/kompetensi yang tidak mungkin diungkap secara komprehensif. Untuk itu perlu
dilakukan pembatasan masalah penelitian akan difokuskan pada implementasi
pembelajaran berbasis kerja yaitu kesiapan guru, fasilitas sekolah dan upaya
sekolah  (digambarkan dalam konteks persepsi guru terhadap upaya yang
dilakukan kepala sekolah )
D. Rumusan Masalah

Berdasarkan urajan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

pembatasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan guru dalam merancang pembelajaran di SMK?
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas di sekolah?
3. Bagaimana upaya sekolah dalam melakukan kemitraan dengan dunia

usaha industri ?

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja di SMK

5. Seberapa besar pengaruh kesiapan guru terhadap efektifitas implementasi
pembelajaran berbasis kerja di SMK.

6. Seberapa besar pengaruh fasilitas seckolah terhadap efektifitas

implementasi pembelajaran berbasis kerja di SMK.



18

7. Seberapa Besar pengaruh upaya sekolah terhadap efektifitas implementasi
pembelajaran berbasis kerja di SMK

8. Seberapa besar pengaruh kesiapan guru, fasilitas sekolah, upaya sekolah
terhadap efektifitas implementasi pembelajaran berbasis kerja.

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan kesiapan guru, fasilitas sekolah, upaya sekolah
dan efektifitas implementasi pembelajaran berbasis kerja

2. Untuk mengidentifikasikan bermacam-macam faktor yang mempengaruhi
efektifitas implementasi pembelajaran berbasis kerja

3. Menentukan pengaruh kesiapan guru, fasilitas sekolah dan upaya sekolah
terhadap efektifitas implementasi pembelajaran berbasis kerja

F. Asumsi Penelitian
Asumsi merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi atau tidak perlu di

uji lagi. Asumsi digunakan sebagai dasar berpijak pada masalah yang sedang

diteliti serta akan memberikan arah bentuk dan hakikat dalam penelitian,

penganalisaan data baik teoritis maupun praktis. Asumsi dalam penelitian ini

adalah:

1. Kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi

2004 yang sudah di desain berdasarkan kebutuhan industri.
2. Kebutuhan fasilitas/ alat untuk pembelajaran teori dan praktek sesuai dengan

kurikulum berbasis kompetensi.
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Sekolah sudah melakukan kerjasama dengan institusi pasangan (DU/DI)
dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum bersama, penerimaan siswa baru,
penyusunan program pendidikan pelatihan, pelaksanaan uji kompetensi dan
pemberian sertifikasi bagi peserta praktek kerja industri.

Sosialisasi pembelajaran berbasis kerja SMK di Kabupaten Bireuen sudah
dilakukan kepada semua warga sekolah dan telah dipahami.

Guru-guru SMK di Kabupaten Bireuen sudah memiliki kemampuan,
pengetahuan dan sikap kerja yang baik, schingga Implementasi
pembelajaran berbasis kerja dapat terlaksana sesuai dengan tuntutan
kebutuhan dunia usaha / kerja industri.

Hipotesis

Hipotesis penulis tentukan berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian

adalah sebagai berikut :

1.

Terdapat pengaruh kesiapan guru terhadap efektifitas implementasi
pembelajaran berbasis kerja di SMK.

Terdapat pengaruh kesiapan fasilitas sekolah terhadap efektifitas
implementasi pembelajaran berbasis kerja di SMK.

Terdapat pengaruh upaya sekolah terhadap efektifitas implementasi
pembelajaran berbasis kerja di SMK.

Terdapat pengaruh antara kesiapan guru, fasilitas sekolah dan upaya
sekolah secara bersama-sama terhadap efektifitas implementasi

pembelajaran berbasis kerja di SMK.
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H.  Kegunaan Penelitian
1.  Secara Praktis hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

a. Dinas pendidikan, mengetahui peta kemampuan sekolah di wilayahnya,
sehingga dapat melakukan penataan dan pembinaan terhadap Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) khususnya di Kabupaten Bireuen.

b. Sekolah, memberikan gambaran kepada sekolah untuk menyusun
langkah-langkah manajerial dalam melaksanakan pembelajaran berbasis
kerja.

c. Peneliti, hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan kajian dan informasi untuk penelitian lanju

I Kerangka Pembahasan Masalah

Pembahasan masalah dalam kajian tesis ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab | menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi penelitian, dan
hipotesis serta kegunaan penelitian.

Bab II. menjelaskan tentang kajian teoritis yang digunakan sebagai
landasan dalam melaksanakan penelitian mencakup tentang konsep pendidikan
kejuruan, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis kerja, konsep
dasar guru, konsep kesiapan guru, fasilitas sekolah, upaya sekolah, efektivitas
implementasi pembelajaran berbasis kerja, kerangka berpikir dan penelitian yang

relevan,
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Bab III, membahas tentang metode penelitian yang terkait dengamyo

penelitian, pendekatan dan metode penelitian,variabe!l penelitian dan operasional
variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan
pengolahan data penelitian.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi
hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V, Merupakan bab penutup yang membahas tentang kesimpulan

implikasi dan rekomendasi.












